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       Serta perjuangan yang berat saat menyusun skripsi ini, saya nyatakan untuk mempersembahkan skripsi ini kepada saya sendiri juga dan tugas akhir ini saya persembahkan kepada orang yang selalu bertanya “ Kapan Wisuda ?” ini adalah bukti perjuangan saya. Terakhir skripsi ini saya persembahkan ;
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ABSTRACT
SAFITRI LABACO. S2115021. THE QUALITY OF PUBLIC SERVICE DURING COVID 19 AT THE OFFICE OF POSIGADAN SUBDISTRICT, SOUTH BOLAANG MONGONDOW
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This study aims to find (1) the quality of public services during the Covid 19 at the Posigadaan Subdistrict Office, South Bolaang Mongondow, and (2) the supporting and inhibiting factors of service at the Posigadaan Subdistrict Office, South Bolaang Mongondow. The method in this study is descriptive with a qualitative approach. Qualitative descriptive research aims to describe and describe events and phenomena that occur in the field and present data in a systematic, factual, and accurate manner regarding the facts or phenomena that occur in the field. Data are collected by using observation, interview, and documentation techniques. Data analysis in this study uses three components consisting of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that 1) the quality of public services during the Covid 19 at the Posigadaan Subdistrict Office, South Bolaang Mongondow can be said Good in the implementation of dimensions of Tangibility, Reliability, Responsiveness, Assurance, and Empathy. 2) The inhibiting factors in the implementation of public services during the Covid 19 at the Posigadaan Subdistrict Office, South Bolaang Mongondow cover the internet network that is not good and the attitude of people ignoring health protocols. 3) The supporting factor covers the enthusiasm shown to one another and the existence of facilities in the form of tools to facilitate the service process.

Keywords: quality, public services, Covid 


ABSTRAK
SAFITRI LABACO. S2115021. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DIMASA COVID 19 DI KANTOR KECAMATAN POSIGADAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Kualitas Pelayanan Publik Dimasa Covid 19 di Kantor Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, (2) Faktor pendukung dan penghambat pelayanan di Kantor Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan dan menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai faktafakta atau fenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga komponen yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Kualitas pelayanan publik dimasa Covid 19 di Kantor Kecamatan Posigadan Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sudah diterapkan dimensi Tangibel, Realiability, Responsiviness, Assurance dan Emphaty beserta indikatornya, penerapan dari semua indikatornya sudah dapat dikatakan baik.

(2) Faktor penghambat pelaksanaan pelayanan publik di masa Covid 19 di Kantor Kecamatan Posigadan yaitu jaringan internet yang kurang baik dan sikap masyarakat yang tidak mempedulikan protokol kesehatan. Sedangkan (3) faktor pendukungnya adalah semangat yang diberikan pegawai satu sama lain dan faktor pendukung lain adalah adanya fasilitas berupa alat bantu untuk memudahkan proses pelayanan.

Kata kunci: kualitas, pelayanan publik, Covid 19
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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Menjadi negara maju merupakan tujuan di hampir semua negara-negara berkembang yang ada di bumi ini. Dengan memanfaatkan kekayaan alam maupun kekayaan sumber daya manusia, di negara berkembang hal ini merupakan modal utama. Perkembangan jaman atau modernisasi merupakan salah satu jembatan atau perantara bagi setiap negara berkembang untuk bersaing di berbagai bidang seperti perekonomian, industri, politik, budaya dan lain-lain. Di era perkembangan globalisasi menuntut semua negara melakukan tindakan penyesuaian agar tidak ketinggalan. Hal ini menjadi tanggungjawab bagi setiap penyelenggara pemerintahan yang ada di negara berkembang. Pelopor utama dari setiap negara dalam menjaga kestabilan negaranya tidak lain adalah pemerintahnya baik itu presiden atau perdana mentri bagi negara parlementer. Pemerintah mempunyai hak menguasai dan menggunakan kekuasaan tersebut untuk kepentingan negara terlebih khusus untuk kepentingan rakyatnya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Wilson dalam  (Syafiie, 2014:23) pemerintah merupakan organisasi kekuatan yang dipersiapkan untuk menjalankan maksud dan tujuan bersama dengan memperioritaskan kepentingan umum.

Dalam anggapan umum pemerintah di agungkan karena dianggap sebagai perantara tuhan dalam menjalani kehidupan. Namun anggapan ini akan bernilai buruk jika yang dinamakan perantara tuhan melakukan penyelewengan atau tindakan yang merugikan baik kerugiannya berdapampak kecil atau kerugian yang berdampak besar. Negara berkembang merupakan negara yang banyak ditemukan permasalahan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi oleh pemerintah baik pemerintah pusat, pemrintah daerah atau sampai pada sistem pemerintahan terkecil yaitu sistem pemerintahan desa. Tugas dan fungsi pemerintah sebagai pemimpin merupakan tugas yang sangat berat. Namun, akan terwujudnya negara berkembang yang ideal pasti diperhadapkan dengan banyak permasalahan. Indonesia merupakan negara yang memiliki ribuan pulau yang terbagi dalam 34 Pronvisi dimana tugas dan fungsi pemerintah dalam menjalankan pekerjaannya pasti diperhadapkan dengan rintangan dan tatangan yang begitu berat apalagi dimasa wabah atau penyakit yang mendunia mengharuskan pemerintah yang ada di negara-negara yang ada didunia bekerja lebih berat dari biasanya. Yang paling mendasar adalah tugas  pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik atau pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.

Tujuan pelayana publik adalah menciptakan pemerintah yang bersih dan tanggungjawab. Sesuai amanat Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 pasal 3 tentang pelayanan publik terdapat empat tujuan yaitu memberikan batasan, mempejelas hak, tanggungjawab dan kewajiban, kemudian terselenggaranya asas umum pemerinta han yang baik, terpenuhinya pelayanan berdasarkan peraturan dan perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, kualitas pelayanan perlu ditingkatkan agar tujuan dari pelayanan publik dapat tercapai. Masyarakat sebagai konsumen dari pelayanan publik memiliki kebutuhan dan harapan terhadap kinerja penyelenggara pelayanan publik yang profesional. Tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah menyediakan layanan Publik yang bisa memuaskan masyarakat. Implementasi kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah menurut konstitusi di Indonesia menyebutkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab, wewenang dan penetapan standar pelayanan minimal. Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah yang ada di Indonesia baik pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diharuskan memberikan pelayanan publik sebaik mungkin dengan standar yang serendah-rendahnya.

Pelayanan publik merupakan bentuk pengabdian oleh negara atau pemerintah kepada masyarakatnya yang diamanatkan oleh konstitusi. Konstitusi mewajibkan bagi seluruh warga negara berhak mendapatkan pelayanan dari negara karena komponen dari terbentuknya negara yang sejahtera adalah terdapat masyarakat yang terpenuhi segala kebutuhan dan bukan hanya kebutuhan untuk hidup melainkan kebutuhan untuk mendapatkan penghidupan. Pelayanan publik tidak hanya sekadar pemenuhan akan hak dan kewajiban semata, tapi lebih dari itu, pelayanan publik sangat terkait erat dengan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, dalam memperoleh layanan berusaha misalnya, layanan kependudukan, layanan administrasi pemerintahan yang kesemuanya itu akan berdampak terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat. 

Pemanfaatan teknologi dan informasi merupakan senjata bagi pemerintah dalam melaksanakan  pelayanan publik yang dapat di desain dengan sedemikian rupa sehingga mempermudah pelayanan dan meminimalisir kesenjangan pelayanan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya teknologi dan infomasi yang semakin canggih  menuntut pemerintah untuk lebih aktif dalam melakukan pelayanan dan bukan untuk mengesampingkan pelayanan. Namun disamping itu hal inilah yang menyebabkan banyak keluhan masyarakat karena sikap dan kualitas pelayaan publik kurang diperhatikan padahal sudah terbantu oleh adanya teknologi dan infomasi. Pemberian infomasi secara jelas mengenai persyaratan pelayanan publik, kualitas sarana dan prasarana dan sikap dan perilaku pelaksana pelayanan publik merupakan hal yang tidak boleh di biarkan karena hal ini merupakan komponen atau elemen yang menjadi focus penilaian dari efisiensi dan efektifitas dari pelayanan publik.

Pelayanan publik adalah ranah dari ketiga unsur governance melakukan interaksi yang sangat intensif, jika pemerintah dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik, maka manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan para pelaku pasar. Adanya kepercayaan (trust) antara pemerintah dan unsur-unsur non pemerintah merupakan prasyarat yang sangat penting untuk menggalang dukungan yang luas bagi pengembangan praktik good governance di Indonesia.
Pelayanan publik merupakan tolak ukur kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tolak ukur ini di ambil berdasarkan penilaian masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diterima. Pemerintah daerah dalam menjalankan pelayanan publik di bantu oleh SKPD. SKPD inilah yang menjadi pasukan pelaksana pelayanan publik baik itu pelayanan publik di bidang kesehatan, kependudukan dan lain-lain. Termasuk penyelenggara pemerintahan kecamatan tidak lepas dari tanggungjawab dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara vertikal pelayanan publik. Hal ini perlu diperhatikan karena pemerintah daerah diarahkan oleh peraturan perundang-undangan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik.

Banyak kenyataan yang menunjukan bahwa penyelenggara pelayanan publik dalam sistem pemerintahannya dapat dikatakan belum efektif dan efisien serta sumber daya manusia yang belum terakomodir dengan baik atau belum memadai. Hal ini didasarkan pada keluhan masyarakat yang sering mengalami langsung dan bahkan banyak ditemukan di media sosial mengenai pelayanan publik. Masalah yang banyak ditemukan prosedur yang tidak jelas, kemudian tidak ada kepastian waktu penyelesaian, tidak adanya pemberitahuan biaya pengurusan, penumpukan tugas pada satu orang, persyaratan yang tidak transparan yang menyebabkan kesulitan pengguna layanan dan serta kurang profesionalisme petugas pelayanan itu sendiri. Hal ini tentu akan memberikan nilai negatif terhadap eksistensi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Oleh sebab itu harus ada tindakan yang jelas dan berkesinambungan demi terwujudnya pelayanan publik yang prima.

Implementasi dan hasil pelayanan publik perlu diperhatikan dan dilakukakan pembenahan agar pelaksanaannya sesuai dengan perisip yang telah diatur. Dengan berbagai permasalahan yang pelayanan publik diatas yang begitu vital untuk diperbincangkan mendorong peneliti untuk melakukan sebuah penelitian dengan mengambil judul  ”Kualitas Pelayanan Publik di Masa Covid 19 Di Kantor Camat Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan“

Rumusan Masalah

     Dengan ilustrasi kondisi pelayanan publik diatas maka dapat dirumuskan masalah - masalah :

Bagaimana Kualitas Pelayanan Publik di Masa Covid 19 di Kantor Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan?

Apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan pelayanan publik di Masa Covid 19 di Kantor Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan?

Tujuan Penelitian

    Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui Kualitas Pelayanan Publik di Masa Covid 19 di Kantor Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 

Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan Pelayanan Publik di Masa Covid 19 di Kantor Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 

Manfaat Penelitian

     Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua (2), sebagai berikut :

Secara Teoritis

    Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran baru dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam kepemimpinan dan kinerja baik dalam ruang lingkup kecil ataupun luas.

Secara Praktis

     Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang bermanfaat kepada bagi setiap pembaca khususnya pelajar Mengenai Pelayanan Covid 19, serta semoga menambah pengetahuan dan wawasan tentang prinsip, dimensi dan indikator pelayanan Covid 19.

Manfaat bagi Pemerintah

     Sebagai masukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan oleh setiap lembaga pelayanan publik atau pemerintah secara vertikal sebagai pelayan masyarakat, yang akan membangun kepercayaan masyarakat serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas di setiap keperluan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Manfaat bagi Masyarakat

     Penelitian ini diharapkan menjadi informasi bagi masyarakat tentang tujuan pelayanan publik, sebagai bentuk kewajiban aparatur pemerintah kepada masyarakat dan informasi tentang pelayanan yang menjadi hak masyarakat dengan berlandaskan asas dan tugas fungsi pemerintah dalam memberi kejelasan pelayanan atas kebutuhan masyarakat dimasa pandemi Covid 19.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

Kajian Pustaka

Pengertian Kualitas 

Kualitas menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah baik buruk (suatu benda) atau keadaan suatu benda. Suatu barang atau benda akan sangat mahal atau tinggi harganya tergantung kualitas dari benda itu sendiri. Dengan kualitas dari suatu benda atau barang akan menciptakan nilai positif atau negatif dari pemakai atau konsumen. Sehingga bagi hampir semua orang selalu teliti dalam memperhatikan keadaan suatu benda jika ingin menggunakannya.

Kualitas menurut Garvin (dalam Indrasari, 2019:54) kualitas merupakan sesuatu yang berhubungan dengan b enda hidup atau mati yang melebihi harapan yang ada dalam lingkungan dan bergerak dinamis. Sementara menurut Kotler  Kotler (2009:143) mendefinisikan kualitas merupakan kombinasi antara karakter dan sifat sebagai penentu hasil yang sesuai dengan prinsip atau syarat primer atau sekunder pengguna atau  menilai tingkat kebutuhan berdasarkan sifat dan karakteristik tesebut. Tjiptono (2004:51) juga mendefinisikan kualitas adalah suatu kondisi yang dinamis terkait dengan produk yang melebihi atau melebihi harapan, produk, layanan, orang, proses dan lingkungan. Pada prinsipnya, kualitas diharapkan untuk memenuhi harapan pelanggan, termasuk produk layanan, orang, proses dan lingkungan. Selain itu, kualitas selalu merupakan ukuran relatif dari suatu produk atau layanan.
Menurut Sunyoto   (2012:6) kualitas merupakan patokan atau ukuran dalam memberi penilaian terhadap suatu barang atau jasa telah memenuhi nilai pakai atau nilai guna yang diharapakan atau yang dikehendaki. Sedangkan menurut Kotler  ( dalam Sulaiman, 2015) kualitas maerupakan sesuatu yang diawali dari harapan pelanggan dan akan berakhir pada persepsi pelangggan.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kualitas adalah unsur yang menjadi rujukan atau patokan dalam memberi penilaian mutu yang berhubungan dengan yang dinginkan penguna barang atau jasa. Penilaian kualitas pelayanan publik bergerak dinamis tergantung waktu dan tempat pada saat layanan diterima karena bisa jadi kemungkinan pada waktu yang berbeda pelayanan yang diterima tidak  berkualitas itulah mengapa pelayanan dapat dikatakan berubah-ubah.

Pengertian Pelayanan Publik

Sebelum memahami pengertian pelayanan publik terlebih dahulu harus diketahui arti dari pelayanan itu sendiri. Pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya perihal atau cara meladeni dan kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa. Warella (dalam Mulyawan, 2016 :42) mengatakan bahwa pelayanan merupakan suatu perbuatan, suatu kinerja atau suatu usaha, jadi menunjukkan pentingnya penerima jasa pelayanan terlibat secara aktif di dalam produksi atau penyampaian proses pelayanan itu sendiri. 

Sementara menurut Moenir  (Mulyawan, 2016:42), pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Jadi, pelayanan adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu, produksi jasa bisa berhubungan dengan produk fisik maupun tidak.

Dengan mengetahui arti pelayanan maka akan mempermudah memahami tentang pengertian pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan sub sistem dari kesejahteraan masyarakat dan bagian vital dari terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Berikut pendapat para ahli tentang pelayanan publik.

Menurut Mahmudi (Sellang ddk, 2019:22) mendefinisikan pelayanan publik merupakan semua aktifitas yang yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai amanat perundang-undangan untuk memenuhi kebutuhan publik (masyarakat). 

Sementara menurut Tjosvold ( dalam  Maulidiah, 2014:69 ) pelayanan publik merupakan suatu proses untuk membentuk masyarakat dengan cara melayani sebagai tanggungjawab dan sebagai perintah, perintah yang dimaksudkan adalah amanat dari peraturan atau hukum yang ada. 

Dalam Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa,dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Jenis – Jenis Pelayanan Publik

Setiap manusia yang bertempat tinggal atau menjadi warga negara atau warga negara asing tidak akan pernah lepas dan menghindar dari hubungan atau interaksi dengan lembaga birokrasi pemerintah. Birokrasi pemerintah adalah sattu-satu penyelenggara yang memiliki keabsahan untuk memberikan pelayanan dari segi apapun demi memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Ratminto ( 2006:4) mengatakan bentuk layanan, baik dalam bentuk barang publik dan layanan publik, pada prinsipnya adalah tanggung jawab dan dijalankan oleh otoritas publik di tingkat pusat, regional dan regional. lingkungan badan usaha milik negara atau perusahaan daerah, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan ketentuan Statuta ini juga disebut layanan publik atau layanan publik.

Banyak jenis pelayanan yang diberikan birokrasi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya. Jenis pelayanan yang diberikan oleh pemerintah didasarkan pada bidang dari institusi pemerintah itu sendiri. Pembagian jenis pelayanan publik oleh lembaga birokrasi pemerintah pastinya berkaitan dengan pemberian jasa, penyediaan atau distribusi barang dan jasa dan atau gabungan keduanya. Adapun penyelelnggara pelayanan di masyarakat menurut Supriyatno  ( Maulidiah, 2014:62 ) di bagi menjadi dua, yaitu:

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pemerintah sebagai pemberi layanan yang paling banyak dikalangan masyarakat karena hal ini merupakan tugas dan tanggungjawab yang diamanatkan oleh undang-undang. Pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah terbagi menjadi dua, yaitu :

Pelayanan yang bersifat primer, pelayanan primer merupakan pelayanan yang dapat dilakukan hanya oleh pemerintah itu sendiri tanpa terkecuali dan tanpa dilakukan oleh lembaga swasta. Sebagai contoh pelayanan di kantor imigrasi dan perizinan, pelayanan pembuatan jalan negara, pelayanan dalam pembuatan surat ijin berkendara dan pelayanan lainnya.

Pelayanan yang bersifat sekunder, pelayanan sekunder juga merupakan pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah akan tetapi pengguna tidak harus menggunakannya karena terdapat atau ditemukan di lembaga pelayanan swasta yang telah memenuhi izin dari pemerintah.

Sementara menurut  Moenir (2015:190) Pelayanan umum yang akan dilakukan oleh siapapun baik lembaga pemerintah atau lembaga swasta tidak ada pernah terlepas dari 3 jenis layanan, yaitu :

Layanan Melalui Lisan
Kebanyakan pelayanan publik yang dengan lisan yaitu pelayanan yang dilakukan oleh petugas-petugas dalam bidang Hubungan Masyarakat (HUMAS), bidang layanan informasi  dan bidang-bidang lain yang dalam pelayanannya banyak menggunakan lisan untuk menjelaskan dan memberikan keterangan layanan ke masyarakat yang memerlukan.

Layanan Melalui Tulisan

Dalam pelayanan publik yang banyak ditemukan adalah pelayanan dengan menggunakan tulisan karena layanan ini sangat menonjol ditengah masyarakat.

Layanan Melalui Tindakan/perbuatan

Pelayanan melalui perbuatan adalah pelayanan yang dominan dilakukan oleh petugas dari tingkat menengah ke bawah, karena pelayanan ini membutuhkan tenanga yang lebih tidak akan maksimal jika hanya dengan layanan lisan dan tulisan.

Menyimak Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No 63/KEP/M.PAN/7/2003 bahwa dalam menghadapi era globalisasi, aparatur negara dalam hal ini dititikberatkan ada aparatur pemerintah hendaknya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima pelayanan, sehingga dapat meningkatkan daya saing dalam pemberian pelayanan. Adapun pelayanan publik tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

Kelompok pelayanan administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya KTP, akte pernikahan, ijin mendirikan bangunan.

Kelompok pelayanan barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan listrik, air bersih dan sebagainya.

Kelompok pelayanan jasa yaitu jenis pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos, dan sebagainya.

Unsur – Unsur Pelayanan Publik

Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik yang dikemukakan oleh  Mulyawan (2016, 34-35 ) yaitu:

Unsur Organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah Daerah, Unsur ini menunjukan bahwa pemerintah daerah memiliki posisi kuat sebagai (regulator) dan sebagai pemegang monopoli layanan, dan menjadikan Pemerintah Daerah bersikap statis dalam memberikan layanan, karena layanannyamemang dibutuhkan atau diperlukan oleh orang atau masyarakatatau organisasi yang berkepentingan. Posisi gandainilah yang menjadi salah satu faktor penyebab buruknya pelayanan publik yang dilakukan pemerintah daerah, karenaakan sulit untuk memilah antara kepentingan menjalankanfungsi regulator dan melaksanakan fungsi meningkatkan pelayanan.

Unsur penerima layanan (pengguna layanan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, Unsur kedua ini adalah orang, masyarakat atau organisasi yang berkepentingan atau memerlukan layanan (penerima layanan), pada dasarnya tidak memiliki daya tawar atau tidak dalam posisi yang setara untuk menerima layanan, sehingga tidak memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Posisi inilah yang mendorong terjadinya komunikasi dua arah untuk melakukan KKN dan memperburuk citra pelayanan dengan mewabahnya pungli, dan ironisnya dianggap saling menguntungkan. 

Kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan. Unsur ini merupakan unsur dari kepuasan pengguna layanan menerima pelayanan, unsur kepuasan pengguna layanan menjadi perhatian penyelenggara pelayanan (Pemerintah), untuk menetapkan arah kebijakan pelayanan publik yang berorientasi untuk memuaskan pengguna layanan, dan dilakukan melalui upaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja manajemen pemerintahan daerah. Paradigma kebijakan publik di era otonomi daerah yang berorientasi pada kepuasan penggunalayanan, memberikan arah tejadinya perubahan atau pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan, dari paradigma rule government bergeser menjadi paradigma good governance (tata kepemerintahan yang baik).

     Atep Adya Bharata (2003:11) mengemukakan pendapatnya secara rinci dari pendapat diatas. Beliau menambahkan satu jenis unsur pelayanan, jadi unsur pelayanan publik menjadi empat diantaranya sebagai berikut. 

Penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang (goods) atau jasa-jasa (services). 

Penerima layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen (customer) atau customer yang menerima berbagai layanan dari penyedia layanan. 

Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan. 

Kepuasan Pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia layanan harus mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh para pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat dengan standar kualitas barang atau jasa yang mereka nikmati.

Faktor Yang Mempengaruhi Pelayanan 

   Tujuan pelayanan prima terhadap masyarakat tidak lain adalah menciptakan kepuasan terhadap pelyanan itu sendiri. Pemberi pelayanan akan merasa puas apabila pengguna pelayanan akan merasa puas. Berdasarkan penilaian positif dari pengguna layanan yaitu masyarakat akan memberikan nilai positif bagi instansi pemberi layanan. Jika layanan yang duberikan nilai baik maka nama instansi pemberi layanan pula akan baik. Namun perlu diketahui bahwa dalam memberikan pelayanan publik banyak kendala hambatan yang akan ditemukan karena pelayanan publik cakupannya sangat luas dan pengguna layanan memiliki kemajemukan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu pentingnya memahami faktor-faktor yang akan berpengaruh terhadap pelayanan publik. Menurut Kasmir (2006) banyak faktor yang mempengaruhi pelayanan di antaranya adalah manusia itu sendiri. Sumber daya manusia merupakan faktor utama yang berpengaruh terhadap pelayanan publik karena manusia pelaku utama dalam berinterakasi antar sesama.

Kualitas pelayanan publik dipengaruhi oleh banyak faktor, faktor yang paling banyak mempengaruhi diantaranya sebagai berikut :

Kebijakan Pemerintah

Lagi dan lagi yang dapat mempengaruhi pelayanan publik adalah penyelenggara pelayanan publik itu sendiri yaitu pemerintah. Kebijakan pemerintah dalam melayani publik berkaitan dengan sumber keuangan, sumber daya manusia dan fasilitas penunjang dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Karakter Masyarakat

Poin kedua yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pelayanan publik adalah karakter masyarakat yang plural. Karakter masyarakat dapat dilihat berdasarkan status sosial, tingkat pendidikan, pendapatan, besaran masyarakat,  adat, agama dan norma-norma lainnya serta keragaman lain yang ada di dalam lingkungan mayarakat.

Pengawasan Pemerintah

Pemerintah tidak hanya bertanggungjawab merencanakan dan merinci keuangan pelayanan publik akan tetapi lebih dari itu setelah semua terselenggara pemerintah harus melakukan pengawasan dan berujung dalam bentuk pelaporan evalusi disetiap lembaga pelayanan publik.

 Menurut Mahmudi  (dalam Sellang dkk, 2019:75) mengatakan bahwa pekerjaan apapun pasti akan menemukan kendala dan pasti akan ada faktor yang akan mempengaruhinya demikian pula dengan pelayanan publik. Oleh sebab itu berikut beberapa faktor yang memperngaruhi pelayanan publik.

Faktor personal/individual, meliputi: pengetahuan, keterampilan (skill), kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu;

Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer dan team leader;

Faktor tim, meliputi; kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim; Faktor sistem, meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi, dan kultur kinerja dalam organisasi; Faktor kontekstual (situasional), meliputi: tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal

   Sementara menurut Moenir (dalam Sumiati, 2017:24-25) kualitas pelayanan publik memiliki faktor pendukung diantaranya:

Faktor Kesederhanaan

Faktor hukum dalam hal ini aturan; aturan yang dimaksud adalah tanggungjawab atas wewenang yang berikan, pemberi pelayanan harus berpengetahuan dan berpengalaman, memiliki bahasa yang baik, memahami tugas dan fungsi dan yang paling utama adalah disiplin dan ramah terhadap pengguna pelayanan dalam hal ini masyarakat.

Faktor organisasi; memiliki sistem yang jelas, standar prosedur dan metode pelaksanaan yang baik.

Faktor pendapatan; terdiri atas kebutuhan fisik dan hidup minimum.

Faktor kemampuan dan keterampilan

Faktor penunjang fisik; faktor penunjang fisik yaitu sarana dan prasarana atau lengkap fasilitas pelayanan.

Prinsip Pelayanan Pulbik

 Segala aktifitas yang bersifat formal memiliki hukum atau aturan yang fundamental yang dijadikan sebagai rujukan dan pedoman untuk berpikir dan bertindak terhadap pelaksanaan kegiatan baik kegiatan yang bersifat formal dan atau  hanya kegiatan bersifat informal. Pedoman fundamental inilah yang disebut prinsip tata laksana. Prinsip adalah pola, alur dan sekaligus indikator penitng dalam pelaksaan kegiatan yang wajib untuk diikuti. 

Dalam pelayanan publik terdapat 10 (sepuluh) prinsip pelayanan umum yang diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, kesepuluh prinsip tersebut adalah sebagai berikut;

Kesederhanaan; Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan;

Kejelasan; Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik; Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan/ sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik; Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.

Kepastian waktu; Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Akurasi; Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah

Keamanan; Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.

Tanggung jawab; Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Kelengkapan sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (teletematika).

Kemudahan Akses, Tempat dan lokasi sarana prasarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informasi.

Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.

Kenyamanan; Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapih, lingkungan yang indah dan sehat, serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lainnya.

Dengan tujuan mencipatakan pelayanan publik yang prima secara dinamis dan berkesinambungan  penyelenggara pelayanan publik dalam melaksanakan pelayanan  harus berdasarkan pada asas atau prinsip umum demi terwujudnya ke pemerintah yang baik. Surjadi (2009:12-13) menyebutkan beberapa prinsip-prinsip pelaksanaan pelayanan publik, antara lain sebagai berikut :

Kepastian hukum, adanya jaminan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan serta keadilan masyarakat.

Keterbukaan, pengguna pelayanan mudah dalam mengakses pelayanan sesuai dengan kebutuhan.

Paritisipatif, adanya peran aktif dari berbagai elemen baik pemerintah, masyarakat dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik agar sesuai dengan harapan.

Akuntabilitas, harus terdapat sikap dan sifat yang bertanggungjawab oleh penyelenggara pelayanan publik.

Kepentingan umum, mengkesampingkan kepentingan pribadi demi kepentingan masyarakat.

Profesionalisme, kemampuan penyelenggara pelayanan yang kompeten dalam bidangnya.

Kesamaan hak, penyelengara pelayanan publik tidak dibenarkan untuk memilih-milih siapa yang dilayani, semua harus sama dimata penyelenggara pelayanan (tidak diskriminatif).

Keseimbangan hak, hak harus sesuai dengan kewajiban yang dilaksanakan, baik oleh penyelenggara pelayanan dan pengguna pelayanan.

Hal yang terpenting dalam melaksanakan pelayanan publik adalah standar pelayanan itu sendiri. Standarisai pelayanan dapat dilihat dengan memperhatikan komponen-komponen pelayanan seperti  tempat, petugas pelayanan dan kualitas pelayanan (fasilitas pelayanan). Menurut  Sellang dkk, (2019:43-44) pelakasanaan pelayanan prima prinsipnya adan fokus pada pengguna layanan, melayani secara nurani dan evaluasi petugas pelayanan. Adapun standar pelayanan prima dalam pelayanan publik terbagi menjadi tigas bagian diantaranya:

Tempat Pelaksaan Pelayanan

Tempat pelakasanaan pelayanan harus terdapat loket dan harus berada pada posisi yang strategis sehingga mudah untuk dikunjung.

Harus terdapat raung tunggu yang aman, bersih dan dapat menciptakan kenyamanan.

Disediakan perlalatan  alat tulis jika diperlukan dalam mengisi formulir.

Disediakan atau terdapat flow chart atau alur petunjuk pelaksanaan pelayanan.

Dipaparkan waktu dan biaya pengurusan pelayanan

Disediakana nomor antrian

Terdapat kamar mandi kecil dan dan kamar mandi besar

Tersedia tempat untuk diduduki sembari menunggu antrian

Dilengkapi dengan televisi sebagai penghibur kejenuhan

Petugas pelayanan 

Petugas pelayanan harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidangnya.

Petugas pelayanan harus memiliki sifat yang akomodatif atau dapat dengan segap melakukan penyesuaian diri.

Harus rensponsive karena ini hal yang vital sebab pengguna layanan pasti mengeluhkan petugas yang kurang rensponsive

Komunikatif, beretika ( ramah dan santun)

Berpenampilan menarik, transparan dalam bekerja serta menjungjung kejujuran

Akuntabel, tidak melakukan diskriminati terhadap pengguna layanan alias tidak membeda-bedakan pengguna layanan

Cekatan dan selalu mengutamakan kemudahan

Kualitas produk layanan

Memanfaatkan teknologi dan informasi

Produk layanan harus sesuai dengan yang diharapkan oleh pengguna

Biaya pengurusan harus sesuai dengan peraturan (hukum)

Tidak berbelit-belit atau menunda-nunda dalam melayani

Sederhana, mudah dan dapat memberikan rasa puas terhadap pengguna layanan

Kualiatas Pelayanan Publik

Mulyawan ( 2016, 9-10) mengemukakan bahwa untuk mengetahui dan menilai kualitas pelayanan lebih berorientasi pada out put atau hasil yang dapat diterima atau dirasakan oleh pengguna layanan. Hal ini bisa ditinjau dari aspek: 

Efektivitas, artinya adanya ketercapaian tujuan organisasi diukur dari target yang ditetapkan maupun sesuai sasaran yang dicanangkan pada misi organisasi.

Produktivitas, maksudnya keluaran produk pelayanan seseai

dengan kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat.

Efisiensi, yakni adanya perbadingan terbaik antara keluaran dan masukan (output dengan input). Pelayanan kepada pelanggan mendasarakan pada biaya sedikit dan waktu yang cepat namun mampu menghasilkan output (produk layanan) yang sangat baik (optimal).

Kepuasan, artinya memberikan pelayanan kepada masyarakat seoptimal mungkin sehingga mereka merasa semua kebutuhan terhadap pelayanan terpuaskan atau memenuhi harapan keseluruhan dari apa yang diharapkan oleh maasyarakat.

Keadilan, artinya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang berbeda baik dari segi sejauh mana orang tersebut mempunyai kontribusi pada lembaga atau perbedaan apapun yang ada pada orang tetap diperlakukan secara adil.

Dimensi Kualitas Pelayanan Publik

Menurut Van Looy  (dalam Hardiyansyah, 2011:48) suatu yang menjadi model dimensi kualitas layanan harus dapat memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya :

Dimensi harus bersifat satuan yang utuh dan komprehensif, maksdunya adalah harus ada gamabaran yang menyeluruh terhadap pandangan dimensi kualitas yang diusulkan.
Dimensi juga harus bersifat umum tidak khusus dan valid dalam bidang pelayanan.
Dimensi layanan yang menjadi standar harus bersifat bebas.
Dimensi harus terbatas, tidak banyak dan tidak juga sedikit.
Berdasrkan syarat yang dikemukakan oleh ahli diatas makadari itu tidak mudah untuk menentukan dimensi dari suatu pekerjaan apalagi pekerjaan yang berkaitan dengan khalayak ramai. Namun telah banyak dimensi-dimensi kualitas pelayanan yang dijabarkan parah ahli dalam bidangnya. Salahsatunya menurut Parasuraman (dalam Mulyawan, 2016 14-15) membagi dimensi kualitas birokrasi pelayanan publik dalm sepuluh dimensi diantaranya sebagai berikut.

Reliability, mencakup dua hal pokok, yaitu konsistensi kerja (performance) dan kemampuan untuk dipercaya (dependability). Dalam hal perusahaan pemberi jasanya secara tepat semenjak saat pertama (right the first time) dalam memenuhi Birokrasi dan Pelayanan Publik janjinya. Misalnya menyampaikan jasanya sesuai dengan jadwal yang disepakati.

Responsiveness, yaitu kemauan atau kesiapan para karyawan untuk memberikan jasa yang dibutuhkan pelanggan.

Competence, artinya setiap karyawan dalam perusahaan jasa tersebut memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat memberikan jasa tersebut.

Access, yaitu meliputi kemudahan untuk dihubungi dan ditemui. Hal ini berarti lokasi, fasilitas jasa yang mudah dijangkau, waktu menunggu yang tidak terlalu lama, saluran komunikasi mudah untuk dihubungi.

Courtesy, yaitu meliputi sikap yang sopan santun, respek, perhatian, dan keramahan para contact personel (seperti resepsionis, operator telepon, dll).

Communication, artinya memberikan informasi kepada pelanggan dalam bahasa yang dapat dipahami, serta selalu mendengarkan saran dan keluhan pelanggan.

Credibility, yaitu sifat jujur dan dapat dipercaya, kredebilitas mencakup nama perusahaan, reputasi perusahaan, karakteristik contact personnel, dan interaksi dengan pelanggan.

Security, yaitu aman dari bahaya, resiko, keragu-raguan . Aspek ini meliputi keamanan secara fisik, keamanan serta kerahasiaan.

Understanding knowing the customer, yaitu usaha untuk memahami kebutuhan pelanggan. 

Tangible, yaitu bukti fisik dari jasa yang berupa fasilitas fisik, peralatan yang digunakan, dan respresentasi fisik dari jasa.

Kepuasan pengguna pelayanan adalah penilaian terhadap pelayanan yang diberikan, oleh karena itu petugas pelaksana tidak boleh tidak cekatan dalam melayani. Kepuasan adalah kualitas, maka dari itu kualitas pelayanan harus diperhatikan dengan bijak. 

Zeithml  (dalam Hardiansyah, 2011:48) menjelaskan bahwa kualitas pelayanan publik terdapat lima dimensi yang dijadikan sebagai syarat atau kriteria yang dijadikan bahan evaluasi pelayanan publik. Berikut adalah dimensi sekaligus indikator pelayanan publik.

Dimensi Tangible (Tampilan Fisik)

Interaksi antara pemberi dan pengguna layanan umumnya saling berhadapan yang secara langsung pengguna layanan dapat memberikan penilaian terhadap kualitas pelayanan. Tampilan fisik (tangible) mengacu pada keadaan pemberi layanan, fasilitas layanan dan hal lain yang dapat dilihat dan dirasakan oleh pengguna layanan. Indikator dimensi tampilan fisik (tangible) terdiri dari :

Penampilan petuagas pelayanan

Akses dalam melakukan pelayanan

Alat bantu dalam pelayanan

Kedisiplinan petugas dalam melayani

Rasa aman pengguna pelayanan dan kejelasan alur dalam pelayanan.

Dimensi Reliability (kehandalan)

Tolak ukur dalam memberikan pelayanan adalah kehandalan (reliability). Kehandalan merupakan sikap dari petugas pemberi pelayanan yang dilihat dari seberapa besar konsistensinya dalam melayani. Yang diperlu diperhatikan ialah pemberian layanan apakah telah sesuai dengan standar pelayanan atau belum sesuai standar. Dengan menganggap pengguna layanan sebagai tamu terhormat yang harus dilayani sesuai dengan pelayanan yang diinginkan. Dengan berpegang pada tujuan yaitu memberikan kepuasan kepada pengguna layanan. Indikatornya terdiri dari:

Petugas harus cermat dalam melayani

Standarisasi pelayanan yang jelas

Keahlian dan kemampuan petugas dalam menggunakan alat bantu.

Dimensi Responsiviness (ketanggapan)

Dimensi kelihaian tidak kala penting bagi petugas pelayanan terutama bagi petugas pelayanan publik yang diperhadapkan dengan masyarakat yang plural dan memiliki sifat, sikap dan status sosial yang berbeda-beda. Kelihaian atau daya tanggap bergerak secara dinamis dalam menanggapi setiap keluhan atau masalah pengguna layanan. Indikatornya dimensi ini terdiri dari :

Petugas melayani pengguna layanan dengan rasa senang dengan merenspon setiap keluhan dan menanggapinya dengan baik dan penuh keramahan.

Ketepatan dan kecepatan petugas dalam memberikan layanan

Petugas melayani dengan waktu yang tepat, agar tidak menimbulkan kejenuhan bagi pengguna yang sedang antrian. Dengan menyesuaikan waktu antara pelanggan yang sedang dilayani dan pelanggan berikutnya.

Respon keluhan pelanggan, hal wajib bagi petugas pelayanan yaitu merenspon dengan baik keluhan pelanggan.

Dimensi Assurance (Jaminan)

Kepercayaan pengguna layanan dapat diciptakan dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik dan ditunjang oleh kemampuan dan keahlian petugas pelayanan. Petugas pelayanan memberikan jaminan kepada pengguna pelayanan melalui keahlian yang dimilikinya sehingga  pengguna pelayanan akan memberikan kepercayaannya tanpa ada keraguan.indikator dimensi jaminan terdiri dari :

Petugas memberikan jaminan ketepatan waktu pelayanan

Petugas memberikan jaminan garansi legalitas

Petugas memberikan jaminan mengenai biaya pelayanan

Dimensi Empathy (Empati)

Sikap empati petugas layanan merupakan kunci agar petugas dapat merasakan keluhan yang sedang dialami oleh pengguna layanan. Dengan menimbulkan rasa kepedulian dan perhatian penuh kepada pengguna layanan. Indikatornya terdiri :

Mendahulukan kepentingan pengguna layanan

Petugas harus ramah, tutur kata yang lembut dan tidak membeda-bedakan

Petugas layanan harus menghargai setiap pengguna layanan

David  (dalam Yamit, 2017:10) melihat dimensi pelayanan berdasarkan perspektif kualitas membagi menjadi delapan dimensi kualitas diantaranya sebagai berikut.

Perfomance atau kinerja merupakan inti sari dari pelaksanaan pelayanan
Features, merupakan karakteristik tambahan barang/jasa 
Reliability, meminimalisir tingkat kegagalan
Conformance, prinsipal karakteristik yang disesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan
Durability, jangka waktu penggunaan barang/jasa pelayanan
Serviciebility, cepat, kompoten, nyaman, terdapat kemudahan serta cakap tanggap terhadap keluhan
Estetika, tampilan yang unik yang menimbulkan daya tarik
Perceived, yaitu mutu produk layanan sebagai wujud tanggungjawab penyelenggara
Indikator Kualitas pelayanan menurut Evans (dalam Nurazizah, 2020:29) dapat dilihat melalui sudut pandang antara lain sebagai berikut:

Kualitas pelayanan dapat dilihat dari segi konsumen, kualitas ini sering dikaitkan dengan hal yang baik atau prima.

Kualitas pelayanan dapat dilihat dari segi  product based (produk) kualitas pelayanan akan ditafsirkan melalui fungsi yang detail atau rinci dengan menggunakan variabel pengukuran yang tidak sama, dalam memberikan penilaian kualitas produk harus sesuai dengan harapan.

Kualitas pelayanan dapat dilihat dari segi user based, kualitas merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh pelanggan.

Kualitas pelayanan dapat dilihat dari segi value based, kualitas pelayanan harus sejajar atau wajar sesuai dengan biaya hasil dan nilainya. 

Organisasi Pemerintahan

Suatu wadah yang menjadi tempat berkumpul dan menjalin ikatan kemanusiaan merupakan fungsi dari sebuah organisasi. Organisasi adalah wadah atau tempat yang menjadi media untuk meringankan pekerjaan yang tidak dapat dikerjaan secara individu. Dengan adanya organisasi menjadikan suatu pekerjaan yang berat akan terasa ringan. Menurut  Veithzal Rivai (2013, 169:170) organisasi merupakan unit yang saling berkaitan dan tersistem terdiri dari beberapa orang yang memiliki tujuan yang sama. Pemerintah merupakan organisasi yang terbentuk dalam rangka melayani dan menyelenggarakan aktifitas yang diamanatkan oleh hukum negara. Penyelenggaraan layanan dan penyelenggaraan yang vital dilakukan demi kepentingan masyarakat luas. Oleh sebab itu beban yang diemban sangat berat dan terkadang melelahkan karena waktu tenaga dan pikiran akan terkuras habis. Organisasi pemerintah atau lembaga pemerintahan merupakan wadah yang sangat besar dan cakupannya sangat luas. Pelaksanaan pengelolaan dalam suatu negara jika tidak adanya lembaga pemerintahan yang kuat maka dapat dipastikan negara tersebut tidak akan berumur panjang. 

Perilaku organisasi adalah kunci dalam menjaga eksistensi sebuah organisasi baik organisasi pemerintah atau organisasi non pemerintah.  Timotius (2018:7-8) memberikan gambaran mengenai prinsip-prinsip dasar tentang perilaku organisasi, yaitu :

Keterbukaan

Keterbukaan dalam sebuah organisasi adalah indikator utama yang harus diciptakan. Keterbukaan antar anggota dan anggota yang lain secara internal dan bahkan keterbukaan secara eksternal dengan cara menghormati pihak organisasi lain.

Kebersamaan

Tujuan dan harapan yang sama dari sebuah organisasi merupakan ikatan yang mengartikan bahwa kebersamaan adalah kunci tercapainya tujuan tersebut. Keberhasilan dari seorang anggota dalam organisasi maka keberhasilan pula bagi semua anggota. Namun, kegagalan seorang anggota dalam organisasi maka kegagalan juga bagi anggota yang lain.

Keberlangsungan

Organisasi harus bergerak dinamis mengikuti perkembangan jaman sebagai bukti eksistensi organisasi itu sendiri. Kesiapan organisasi harus dipesiapkan dalam mencegah tantangan dan ancaman yang akan mengganggu. Misalnya persaingan didunia teknologi, jika organisasi masih mempertahankan tradisi kuno maka dapat dipastikan tidak akan mampu mengahadapi tantangan jaman. Inovasi dan kreatifitas dari organisasi adalah kunci dalam menghadapi dan mensejajarkan diri sesuai tuntutan jaman.

Organisasi pemerintah harus mampu menunjukan tajinya sebagai bentuk pengabdian terhadap negara dan yang lebih rinci pengabdian terhadap masyarakatnya. Hal yang paling mendasar tentang tujuan organisasi pemerintah adalah menjaga keamanan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menjaga kesatuan, menjaga sosial budaya serta menjaga mutu kesehatan dan masih banyak lagi tujuan yang menjadi beban besar organisasi pemerintah. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan  Adriyansyah (2015:16) poin besar dari organisasi pemerintahan adalah lembaga yang berwenang dan bertanggungjawab untuk mengelola dan mengatur jalannya sistem pemerintahan agar tercapai tujuan dalam bernegara.

Dominan pelayanan yang ada dalam negara dilaksanakan oleh pemerintah eksekutif. Pemerintah menurut C.F Strong  (dalam Adriyansyah, 2015:17) pemerintah terbagi menjadi dua arti yaitu pemerintah dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas merupakan segala aktifitas lembaga publik dalam negara yang terdiri dari eksekutif, legilatif dan yuridis yang sama-sama dalam tugas dan fungsi yang berbeda namun berada pada satu jalan yang sama yaitu demi mencapai tujuan bernegara. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit merupakan badan yang memiliki otoritas tanggungjawab penuh terhadap publik yaitu lembaga eksektif. Lembaga eksekutif secara vertikal memiliki banyak jaringan atau bawahan. Hubungan vertikal nampak terlihat dalam negara demokratis sistem presidensial. Dimana presiden memiliki bawahan yaitu dalam lembaga kementerian, lembaga non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Semua merupakan pembantu presiden yang mempunyai tanggungjawab secara vertikal dengan atasan dan horizontal dengan masyarakat.

Pemerintah  Kecamatan 

Kecamatan merupakan daerah wilayah kabupaten yang dipimpin oleh camat. Pemerintah kecamatan adalah pemerintah yang mendapatkan mandat dari daerah tingkat II yaitu pemerintat daerah kabupaten/kota untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan pelayanan publik. Organisasi pemerintah kecamatan merupakan unit dibawah pemerintah keabupaten/kota yang menjadi tempat pertama yang di kunjungi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik sebelum mendapatkan pelayanan publik pemerintah kabupaten/kota. Peran sangat kompleks karena sebagai perantara dan tempat tuntutan masyarakat. Oleh karena itu mendapatkan pelayanan public yang lebih baik, maka diperlukan kemampuan dan kapasitas pemerintah kantor camat yang memadai. Pelimpahan wewenang dilakukan oleh Bupati kepada Camat bertujuan untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pembangunan sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

Pemerintah Kecamatan merupakan penyedia pelayanan publik yang mempunyai tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui tugas yang dilimpahkan oleh bupati atau walikota. Pelimpahan tugas diantara penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan tugas lain dalam wilayah kecamatan serta meningkatkan efektivitas pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) serta peningkatan kualitas pelayanan dalam bentuk jasa atau perizinan melalui transparansi dan standarisasi pelayanan. 

Camat selaku pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui sekretaris Daerah mempunyai tugas:

Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum atas dasar pelimpahan pelaksanaan tugas pemerintah daerah kabupaten/kota. 

Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 

Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. 

Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada. 

Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum. 

Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan. 

Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa. 

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan 

Dan melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan pasal 21 menjelaskan maksud dari tugas camat yaitu sebagai berikut.

Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasipemerintahan desa dan/atau kelurahan

Peran camat sebagai pemimpin yang diberi pelimpahan wewenang melakukan pembinaan kepada bawahan dan sekaligus melakukan pengawasan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan demi terwujudkan pemerintahan yang bersih. Pembinaan tersebut meliputi proses pembentukan peraturan-peraturan desa, penyusunan anggaraan dan sampai pada pengawasan pelaksanaan peraturan dan anggaran.

Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan

Pemerintah kecamatan diberikan tanggungjawab dalam memberikan wadah konsultasi, supervisi dengan memanfaatkan fasilitas demi menunjang dan mendorong semangat kerja pemerintah desa/kelurahan.

Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah

Camat dimandatkan menjaga citra dan eksistensi penyelenggara pemerintah kecamatan dan penyelenggara pemerintahan dibawahnya. Camat melakukan pembinaan dan pengawasan  kinerja kepala desa/lurah diwilayahnya. 

Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan

Camat tidak melakukan pembinaan dan pengawasan kepada kepala desa/lurah akan tetapi juga memberikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat desa/kelurahan. Perangkat desa/kelurahan adalah pembantu kepala desa/lurah oleh sebab itu camat mempunyai tanggungjawab untuk memberikan pengarahan  dalam bentuk pembinaan dan pengawasan.

Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan

Camat disamping melakukan pengarahan pembinaan dan pengawasan camat juga mandatkan oleh tanggungjawab dalam melaksanakan evaluasi kinerja pemerintah desa/kelurahan. Menilai sejauhmana penyelenggaraan pemerintahan terlaksana baik dari segi pembangunan fisik dan pembangunan non fisik.

Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota

Setelah melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pemerintah desa/lurah, camat harus melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada ataasannya yang tidak lain adalah bupati/walikota

Jika terjadi dampak atau masalah yang sifatnya internal kecamatan maka hal tersebut menjadi tanggungjawab dan otoritas camat. Dalam menjalankan tugas yang dilimpahkan oleh pemerintah kabupaten/kota selain yang diatas maka terdapat pelimpahan wewenang lain yang meliputi : pengurusan perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan masyarakat, pengawasan peneyelenggara pemerintahan wilayah kecamatan, fasilitasi, penetapan dan kewenangan lainnya. 

Kerangka Berpikir

Pelayanan publik merupakan tanggungjawab bagi penyelenggara pemerintah demi terwujudnya kesejateraan masyarakat. Kehidupan bernegara mengharuskan pemerintah menjalankan amanat hukum bernegara yaitu amanat untuk memberikan pelayanan publik dan pelayanan lainnya dalam rangka memenuhi kehidupan masyarakat. Namun pada kenyataannya masih banyak ditemukan permasalahan-permasalahan pelayanan publik sehingga masih mendapatkan kesan yang belum memuaskan karena belum sesuai yang diharapkan oleh publik (masyarakat). Oleh karena itu pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik seharusnya meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya.

Hal inilah yang mendorong berbagai macam kalangan akademi tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelayanan publik.  Berdasarkan alasan diatas peneliti tertarik untuk meneliti mengenai pelayanan publik di kantor camat Posigadan Kabupaten Bolaang Mongodow Selatan dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Zeithml  (Hardiansyah, 2011:48) dengan melihat kualitas pelayanan publik berdasarkan lima dimensi pelayanan publik. Lima dimensi tersebut antara lain kehandalan (reliability) dengan indikator penampilan petugas, kedisiplinan, akses pelayanan, tampilan fisik ( tangible) dengan indikator kecakapan petugas, keahlian dan kemampuan  ketanggapan ( rensponsive) ketepatan dan kecepatan waktu, sikap rensponsive, jaminan ( assurance) kepercayaan, kejelasana biaya dan waktu, empati ( emphaty) Keramahan, menghormati dan mendahulukan kepentingan pengguna.




BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian Kualitas Pelayanan Covid 19 Di Kantor Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Waktu penelitian diperkirakan mulai dari bulan Agustus-Oktober 2021 
Metode Penelitian

Desain Penelitian

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan memberikan gambaran yang jelas tentang masalah yang diselidiki, di mana data, fakta dan informasi ditafsirkan dan dijelaskan secara sistematis. Pendekatan dan metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan  metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif deskriptif  adalah penelitian yang  bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta- fakta  atau karakteristik  populasi  tertentu  atau  bidang tertentu, baik berupa  keadaan, permasalahan, sikap,  pendapat, kondisi, prosedur atau sistem secara faktual dan cermat. Dengan menggunakan  pendekatan kualitatif  ini maka diharapkan  dapat menghasilkan   uraian  yang  mendalam  tentang  ucapan, tulisan, atau perilaku yang diminta dari individu, kelompok,  masyarakat, dan  organisasi tertentu  dalam suatu setting konteks tertentu yang di kaji dari  suatu sudut pandang  yang utuh, komperensif, dan holistic  (Soewadji, 2012 :26)

Fokus Penelitian

Dengan tidak adanya fokus penelitian, peneliti akan terperangkap oleh sejumlah besar data yang diperoleh di lapangan. Maka fokus penelitian akan memainkan peran penting dalam melihat dan mengarahkan penelitian. Pada saat yang sama, menjadi lebih mudah bagi peneliti untuk melakukan studi lapangan dan mendapatkan informasi yang relevan. Dengan demikian, beberapa studi literatur dan studi kasus telah digunakan untuk membantu peneliti melakukan studi lapangan dalam menilai kualitas pelayanan publik dilapangan. Focus penelitian ini adalah kualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Dengan menggunakan diemensi dan indikator kualitas yang dikemukakan oleh Zeithml  (dalam Hardiansyah, 2011:48) sebagai berikut.

Kehandalan (Reliability)

Penampilan petuagas pelayanan

Akses dalam melakukan pelayanan

Alat bantu dalam pelayanan

Kedisiplinan petugas dalam melayani

Rasa aman pengguna pelayanan dan kejelasan alur dalam pelayanan

Tampilan Fisik ( Tangible)

Petugas harus cermat dalam melayani

Standarisasi pelayanan yang jelas

Keahlian dan kemampuan petugas dalam menggunakan alat bantu.

Ketanggapan ( Rensponsive)

Petugas melayani pengguna layanan dengan rasa senang 

Ketepatan dan kecepatan petugas dalam memberikan layanan

Merespon cepat keluhan pelanggan

Jaminan ( Assurance)

Petugas memberikan jaminan ketepatan waktu pelayanan

Petugas memberikan jaminan garansi legalitas

Petugas memberikan jaminan mengenai biaya pelayanan

Empati ( Emphaty)

Mendahulukan kepentingan pengguna layanan

Keramahan petugas harus ramah, tutur kata yang lembut dan tidak membeda-bedakan

Petugas layanan harus menghargai setiap pengguna layanan

Informan Penelitian 

 Informan  penelitian adalah orang yang di manfaatkan  untuk  memberikan  informasi tentang  situasi dan kondisi  latar belakan penelitian  (Moleong  2000: 97). Informan dalam penelitian ini terdiri dari sebagai berikut.

Camat dan Skretaris Camat

Kasi Pelayanan Umum dan Staf Pelayanan Umum

2 warga masyarakat pengguna layanan kantor camat

Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh  dari :

Data Primer, merupakan data utama yang diambil langsung dari responden  yang berupa daftar kuesioner yang sudah dijawab. Data primer adalah hasil wawancara atau kuesioner dari sumber pertama yang diperoleh dari seseorang yang mengetahui informasi  penelitian  (Muhamad, 2008:103)
Data sekunder, merupakan data yang dikumpulkan sebagai pelengkap dalam penelitian, seperti data penting yang diperoleh dari lokasi penelitian dan mengambil dari berbagai macam literatur seperti buku, jurnal maupun dokumen resmi.

Teknik Pengumpulan Data     

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan paling utama dalam melaksanakan penelitian, karena focus utamanya adalah terkumpulnya data yang akurat. Jika tidak mengetahui cara atau teknik dalam pengumpulan data maka penelitia akan kesulitan dalam menentukan data informasi yang akurat  (Sugiyono, 2008:308). Adapun teknik pengumpulan data sebagai berikut:

Wawancara di gunakan  untuk mengumpulkan data  primer dari  informan  yang terpilih dalam  melakukan  wawancara yang telah di persiapkan  terlebih dahulu dan yang  bertujuan  untuk  menggali informasi yang lebih mendalam  tentang berbagai  aspek yang berhubungan  dengan permasalahan penelitian.

Observasi  yaitu melakukan pengamatan  secara langsung pada peristiwa yang  berkaitan dengan obyek/variabel/fokus yang diteliti, guna  melengkapi data  primer hasil wawancara.

Dokumentasi ; untuk melengkapi  data dari hasil  pengamatan,maka  peneliti  juga akan mengumpulkan  sejumlah data  dan informasi  melalui  pencatatan  bukti-bukti yang sudah  di dokumentasikan, yang relevan dengan permasalahan  penelitian. 

Analisis data 

Setelah semua data terkumpul kemudian dianalisa secara deskriptif dengan memberikan gambaran-gambaran mengenai fenomena secara detail dan terperinci. Dengan menganalisis data yang sudah terkumpul memudahkan peneliti untuk menggali informasi lebih dalam, lebih rinci, luas dan mendalam. Sugiyono menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan teknik analisis data adalah proses untuk mengumpulkan data yang diperoleh menggunakan teknik pengumpulan data kemudian dijabarkan menjadi beberapa unit dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan  (Sugiyono, 2008:335). Berikut langkah-langkah dalam melakukan analisis data.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses mencari, mencatat semua informasi secara objektif dan sesuai kenyataan sesuai dengan hasil observasi serta wawancara dilapangan.

Reduksi Data

Mereduksi data biasa dikenal dengan ungkapan merangkum data penelitian, menentukan inti data secara rinci dan tidak mengambil data yang tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan.

Penarikan Kesimpulan

Akhir dari semua tahapan penelitian adalah penarikan kesimpulan. Biasanya diawal peneltian ada yang disebut dengan dugaan sementara, dugaan sementara biasa juga disebut dengan kesimpulan awal penelitian. Namun pada bagian akhir penelitian akan ditarik kesimpulan secara keseluruhan. Dalam penarikan kesimpulan harus disimpulkan secara kritis tidak boleh asal-asalan dengan menggunakan metode induktif yaitu hal-hal yang sifatnya khusus ke umum secara objektif.

.

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Secara Umum

Sejarah Kecamatan Posigadan

     Kecamatan Posigadan merupakan kecamatan yang oleh penduduk yang yang terdiri dari berbagai macam suku diantaranya suku Gorontalo, suku Mongondow,dan suku Sangihe. Kecamatan Posigadan merupakan wilayah yang dipisahkan atau dimekarkan tanggal 16 Januari 2003 oleh Bupati Bolaang Mongondow pada saat itu belum ada pemekaran wilayah kabupaten seperti sekarang. Kecamatan Posigadan lebih dulu ada ketimbang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Kecamatan Posigadan terdiri dari 16 Desa yaitu Desa Molosifat, Desa Lion, Desa Saibuah, Desa Manggadaa, Desa Tonala, Desa Meyambanga, Desa Menyambanga Timur, Desa Momalia II, Desa Momalia I, Desa Momalia III, Desa Iloheluma, Desa Pilolahunga, Desa Luwoo, Desa Inosota, Desa Sakti dan Desa Sinombayuga. Semenjak disahkan pada tahun 2003 berikut merupakan nama yang pernah menjadi Camat yaitu dimulain dari kepemimpinan Bapak Drs. Djalaludin Botutihe, Bapak Toce Mayulu, Bapak Abadi Yusuf, Bapak Muhran Moolelepo, Bapak Ramu Abdul Majid, Bapak Kasim Djauhari S.Pd, Bapak Raston Mooduto S.Pd dan yang sekarang yang menjabat sebagai camat Posigadan yaitu Bapak Harmin Manoppo S.Pd.   

Daftar Pegawai Kecamatan Posigadan

Tabel 4. 1 Pegawai Pemerintahan Kecamatan Posigadan

	NO
	NAMA
	JABATAN

	1
	Harmin Manopo, S.Pd
	Camat

	2
	Sofyan Kasiaraja, SPd
	Sekretairs

	3
	Supriyanto Podungge, A.Md
	Sub Bagian Pelaporan

	4
	Moh. Saifudin Pahuyi 
	Staf Sub Bagian Pelaporan

	5
	Rustaman Inombi
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

	6
	Rosnawati Badu
	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

	7
	Marjun Pakaya
	Kasi Pemerintahan

	8
	Yulianti ointu
	Staf Kasi Pemerintahan

	9
	Abdul Kadir Saus
	Kasi Pelayanan Umum

	10
	Listiawati Mokoagow
	Staf Kasi Pelayanan Umum

	11
	Wardin Mooduto
	Kasi PMD

	12
	Fitri Elfira Raupu
	Staf Kasi PMD

	13
	Alyudin Lahay
	Kasi Ketentraman dan Ketertiban

	14
	Syarifudin Taahir
	Staf Kasi Ketentraman dan Ketertiban

	15
	Indrawati Marada, S.Pd
	Kasi KSPP

	16
	Cindra Arabi
	Staf Kasi KSPP


Pegawai yang ada di kantor Camat Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berjumlah 16 orang dan berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara dengan klasifikasi pendidikan 4 orang S1 dan sisanya 12 orang lulusan SMA/sederajat.

Tabel 4. 2 Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

	No
	Jenis Kelamain
	Jumlah
	Presentase

	1
	Laki-laki
	10
	62,5%

	2
	Perempuan
	6
	37,5%

	Total
	16
	100%



Dari data diatas menunjukan keadaan pegawai dilihat dari jenis kelamin bahwa pegawai yang berjenis kelamin Laki-laki berjumlah 10 orang, dan yang perempuan berjumlah 6 orang semuanya berstatus PNS.

Sarana dan prasarana merupakan hal yang tidak akan pernah terlepas dari kebutuhan pegawai dalam memberikan pelayanan. Dibawah ini adalah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kantor camat Posigadan.

Tabel 4. 3 Sarana dan Prasarana Kantor Camat Posigadan

	No
	Sarana & Prasarana Kantor
	Jumlah

	
	
	

	1
	Bangunan 
	1

	2
	Peralatan Kantor
	64

	3
	Perlengkapan Kantor
	45

	4
	Kenderaan
	6


Visi Dan Misi Kecamatan Posigadan

Visi

Searah dengan kebijakan pemerintah pusat, provinsi maupun daerah; maka visi pengembangan KecamatanPosigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah; “ Bersatu, berdaulat, mandiri, sejahtera dan berkepribadian dengan semangat gotong-royong yang berdasarkan Pacasila“

Misi 

Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat

Menciptakan pemerintahan yang tertib dan siap melayani

Melakukan hubungan atau koordinasi dengan isntansi Dinas/Kecamatan lain.

Mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya adat istiadat dalam menjunjung pembangunan yang berkelanjutan. 

Meningkatkan mutu sumber daya manusia yang unggul dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta iman dan takwa (IMTAK)

Keadaan Geografis

Letak Wilayah 

Berdasarkan letak wilayah, Kecamatan Posigadan berada diantara 0019’14’N – 123034’35’’E, dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Timur Kecamatan Tomini 

Sebelah Barat Kecamatan Bone (Provinsi Gorontalo)

Sebelah Selatan Laut Maluku

Sebelah Utara Taman Nasional Nani Wartabone

Luas Wilayah 

     Secara topografi Kecamatan Posigadan dapat dikriteriakan sebagai wilayah hamparan. Luas lahan yang ada terbagi dari beberapa peruntukan, dikelompokan seperti fasilitas umum, pemukiman, pertanian perkebunan kegiatan ekonomi dan lain-lain. Dengan daratan seluas 535,64 Km2 dengan ketinggian ± 50 meter dari permukaan laut yang terdiri dari ladang 279,2 Km2 perkebunan 190,54 Km2, pemukiman 20,20 Km2, pekarangan 10,10 Km2, pekuburan 3,7 Km2 perkantoran
 4,3 Km2 Secara administratif Kecamatan Posigadan terdiri dari 16 Desa dengan kode wilayah 71.11.02


Dengan kondisi topografi demikian memiliki variasi ketinggian antara 0,0 m sampai dengan 100 m dari permukaan laut.

Topografi dengan bentang wilayah daratan tinggi sebagai beikut curah hujan 1400 Mn, jumlah bulan hujan
3-4 bulan, suhu rata-rata harian 20o-33oC, tinggi tempat 720m dp.

HASIL PENELITIAN

     Berdaasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan oleh penulis kepada tujuh informan yang dianggap mengetahui tentang kualitas Pelayanan covid 19 dikantor camat Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Pertanyaan pada pedoman wawancara yang penulis tanyakan telah dilakukan penyesuaian masing-masing karakter dan sikap dari setiap informan agar mendapatkan jawaban yang tepat sesuai dengan isi dari pertanyaan.Berikut adalah daftar nama-nama informan.

Tabel 4. 4 Daftar Nama Informan

	NO
	NAMA
	JABATAN

	1
	Harmin Manopo, S.Pd
	Camat

	2
	Sofyan Kasiaraja, SPd
	Sekretairs

	3
	Abdul Kadir Saus
	Kasi Pelayanan Umum

	4
	Listiawati Mokoagow
	Staf Kasi Pelayanan Umum

	5
	Elis Gintulangi
	Masyarakat

	6
	 Gustin Dilo
	 Masyarakat

	 

 


     Berikut hasil penelitian yaitu wawancaara antara penulis dan informan tentang informasi mengenai poin pertama dari kualitas pelayanan.

Dimensi Kualitas Pelayanan Publik 

Kehandalan (Reliability)


Kehandalan merupakan kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan secara tepat cepat sesuai yang diingikan pengguna layanan (masyarakat). Kehandalan juga dapat dikatakan sebagai pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan aturan atau prosedur pekerjaan. Hal utama yang dijadikan sebagai patokan pengukuran seberapa handal pegawai memberikan pelayanan meliputi kemampuan, kecakapan serta ketepatan waktu saat memberikan pelayanan. Untuk mengetahui dimensi kehandalan (reliability) dalam mengukur kualitas pelayanan yang ada di kantor Camat Kecamatan Posigadan dapat dilihat melalui jawaban pertanyaan indikator dibawah ini

Bagaimana kemampuan pegawai dalam melaksanakan metode yang dipakai dalam melayani masyarakat ?
     Hasil wawancara dengan Camat Posigadan tentang kehandalan (Reliability) dengan poin pertanyaan “Bagaimana kemampuan pegawai dalam melaksanakan metode yang dipakai dalam melayani masyarakat di masa pandemi ?”
“.…untuk kami dikecamatan Posigadan dalam rangka untuk pelayanan kepada masyarakat terkait dengan surat-menyurat dan kepentingan lainnya pada saat pandemi kita punya istilah yang namanya WFO dan WFH ada yang kerja di kantor dan ada yang kerja dirumah itu 50:50 agar masyakat tetap bisa terlayani kebutuhannya. Sesuai dengan hasil kinerja pegawai saya rasa SDM pegawai disini sangat mahir dan tahu cara menyelesaikan tupoksinya ” (Hasil wawancara 31 Januari 2022)

Pernyataan dari informan juga didukung oleh jawaban dari Kasi Pelayanan umum Yang mengatakan bahwa ;

“Pelayanan yang ada di kantor camat posigadan dimasa covid 19 dasarnya mengikuti arahan dari Bupati, yaitu memberikan informasi pelayanan dengan cara tatap muka dan secara online atau melalui HP hal ini sudah kami sering sampaikan kepada maysarakat melalui sosialisasi tentang pelayanan, secara kemampuan dan pengetahuan kami mahir dalam mengerjakan pelayanan melalui internet dan komputer,laptop atau hp ” (Hasil wawancara 27 Januari 2022)

     Penulis juga mewawancarai Staf Pelayanan Umum yang berperan sebagai pelaksana yang secara langsung bertatap muka dengan masyarakat. Berikut hasil wawancaranya. 

“..pelayanan yang ada disini (dikecamatan posigadan) saat sekarang itu ada yang dilakukan dirumah dan ada yang di kantor. Soal kemampuan atau ilmu saya tentang tugas saya, saya mampu menggunakan atau mengoperasikan komputer deng saya selalu cepat merespon kalau ada masyarakat yang datang atau ba telpon minta tolong untuk mengurus keperluannya” (Hasil wawancara 27 Januari 2022)

     Berdasarkan hasil wawancara bersama informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan yang ada di Kecamatan Posigadan dilihat dari indikator kemampuan pegawai dalam melaksanakan metode yang dipakai dalam melayani masyarakat sebagai wujud dimensi kehandalan (reliability) suadah sangat sesuai dengan harapan dari kualitas pelayanan yang baik diinginkan oleh setiap organisasi pelayanan publik atau lembaga pemerintahan.

Tampilan Fisik (Tangible)

 Tampilan Fisik (tangible) merupakan dimensi yang digunakan dalam mengukur kualitas pelayanan yang meliputi tampilan fasilitas fisik, persorangan, pelengkapan perlayanan dan media komunikasi dalam pelayanan. Untuk mengetahui dimensi tampilan fisik (tangible) dalam mengukur kualitas pelayanan yang ada dikantor Camat Kecamatan Posigadan dapat dilihat melalui jawaban pertanyaan indikator dibawah ini

Bagaimana penampilan pegawai dalam memberikan pelayanan?

Penampilan merupakan penunjang kenyamanan dari pengguna layanan atau masyarakat. Jika penampilan pegawai menarik maka akan mendapatkan tanggapan yang baik juga dari pengguna layanan. Berikut hasil wawancara dengan Kasi Pelayanan Umum dan Masayarakat.

     Hasil wawancara dengan Kasi Pelayanan Umum tentang Tampilsn fisik (Tangible) dengan indikator pertanyaan “Bagaimana penampilan pegawai dalam memberikan pelayanan?”

“..penampilan merupakan hal yang sering kami jaga, dari keseragaman kerapian agar tujuannya masyarakat yang datang melihat bahwa kami selalu rapi dan bersih,paling tidak akan timbul rasa kenyamananlah, seperti itu” (Hasil wawancara 27 Januari 2022)

  Penulis juga mewawancarai masyarakat yang berperan sebagai pengguna layanan yang secara langsung bertatap muka dengan staf pelayanan Kecamatan Posigadan. Berikut hasil wawancaranya. 

“Kalau menurut saya, sebagai masyarakat yang sering datang kekantor camat, persoalan penampilan pegawai disana sudah dapat saya katakan rapih, selalu tersenyum,cantik, sopansantun dan ramah kepada kami yang datang ” (Hasil wawancara 4 Februari 2022)

Penampilan sangat berpengaruh dalam hal proses pelayanan biasanya penggunana pelayanan, masyarakat atau siapapun itu akan memberikan tanggapan positif. Penampilan yang lebuh baik rapih, murah senyum dan  sopam santun.
Bagaimana kedisiplinan pegawai dalam memberikan pelayanan?

     Kemajuan setiap organisai dilihati dari kedisiplinan anggotanya. Dengan disiplin akan membentuk sikap dan tata kelola pekerjaan yang terencana. Disiplin akan membentuk perilaku yang penuh tanggungjawab dan akan menumbuhkan kondisi kerja yang focus pada pencapaian tujuan. Berikut hasil wawancara bersama Camat Posigadan dan Kasi Pelayanan Umum.

  Hasil wawancara dengan Kasi Pelayanan Umum tentang Tampilsn fisik (Tangible) dengan indikator pertanyaan “Bagaimana kedisiplinan pegawai dalam memberikan pelayanan?”

“Saya rasa berbicara tentang kedisiplinan pegawai yang ada di Kantor Kecamatan Posigadan sudah disiplin dalam rangka memberikan pelayanan. Hal ini sering terjadi ketika masuk waktu istirahat siang namun masih ada masyarakat yang dilayani, kami utamakan melayani kepentingan masyarakat itu,kemudian kami istirahat” (Hasil wawancara 27 Januari 2022

 Penulis juga mewawancarai Staf Pelayanan Umum dan menanyakan hal yang sama. Berikut hasil wawancaranya.

..saya sebagai pegawai disini tidak pernah lalai dalam melaksanakan pekerjaan. Persoalan disiplin, saya disiplin. Saya tidak pernah telat masuk kantor, saya tidak pernah menunda-nunda pekerjaan. Terus dalam melayani masyarakat saya tidak pilih kasih, siapa yang lebih dulu datang itu yang saya layani sampe selesai” (Hasil wawancara 27 Januari 2022)

 Kemajuan organisasi dilihat dari kedisiplinan dari pegawai yang ada didalamnya. Disiplin merupakan modal utama dalam menyelesaikan pekerjaan yang berfocus pada hasil yang dicita-citakan. Hasil dari kedisplinan adalah menciptakan atau menghasilkan kepuasan bagi pengguna layanan atau (masyarakat).

Bagaimana kegunaan alat bantu yang digunakan pegawai dalam melaksanakan pelayanan?

 Alat bantu dalam proses pelayanan sangat dibutuhkan demi kelancaran dan ketepatan waktu dalam proses pelayanan. Umumnya alat bantu yang biasa digunakan lembaga pelayanan baik pemerintah atau lembaga pelayanan swasta dijaman sekarang antara lain komputer, printer atau alat cetak, mesin fotocopy dan camera serta peralatan lainnya. 

  Hasil wawancara dengan Camat Posigadan tentang Tampilsn fisik (Tangible) dengan indikator pertanyaan “Bagaimana kegunaan alat bantu yang digunakan pegawai dalam melaksanakan pelayanan?”

“Terkait alat bantu yang kami gunakan disini, kami menggunakan komputer, kemudia dimasing-masing pegawai ASN khususnya kami fasilitasi dengan memberikan laptop. Kenapa kami berikan laptop karena mudah dan dapat dibawa kemana-mana” (Hasil wawancara 31 Januari 2022)

Penulis juga mewawancarai Staf Pelayanan Umum dan menanyakan hal yang sama. Berikut hasil wawancaranya.

“Jaman sekarang kalau tidak menggunakan atau melaksanakan tugas kemudian tidak di dukung ole peralatan seperti laptop atau komputer pasti pekerjaan akan lama selesainya. Jadi intinya samua perlatan seperti komputer ada disini, samua lengkap. (Hasil wawancara 27 Januari 2022)

  Keberadaan peralatan atau alat bantu pelayanan sudah dapat dikatakan terjamin atau sudah terpenuhi. Hal ini diketahui ketika peneliti meengunjungi dan mengecek langsung seluruh fasilitas yang digunakan pegawai yang berada di Kantor Kecamatan Posigadan. danya alat bantu sangat mendukung proses pelayanan sehingga pelayanan dapat dilakukan dengan cepat.

Ketanggapan ( Rensponsive) 

 Pengguna layanan akan merasa senang jika pegawai atau petugas layanan melayaninya dengan tepat dan cepat. Ketepatan dalam memberikan layanan apabila dilakukan sesuai yang diinginkan akan membuat pengguna layanan bahagia dan sekaligus akan merasa puas karena kepentingannya cepat terselesaikan. Untuk mengetahui dimensi ketanggapan (responsive) dalam mengukur kualitas pelayanan yang ada di kantor Camat Kecamatan Posigadan dapat dilihat melalui jawaban pertanyaan indikator dibawah ini.

Bagaimana respon pegawai dalam memberikan layanan apakah ada yang tidak peduli atau cuek ?

Sesuai hasil wawancara penulis bersama skretaris camat adalah sebagai berikut.

Semua pegawai yang ada di kantor dan juga yang ada dirumah sangat responsive terhadap semua masyarakat yang datang, misalnya kejadian kemarin ada masyaraka yang ingin mengurus surat rekomendasi surat keterangan tidak mampu. Kami dengan cepat merespon dengan cepat, sampai surat rekom itu keluar. (Hasil wawancara 31 Januari 2022)

     Penulis juga mewawancarai masyarakat yang pernah melakukan pengurusan dikantor camat. Berikut hasil wawancaranya.

“Saya senang dengan cara pegawai yang ada di kantor camat, mereka cepat merenspon apa yang sedang saya mau atau butuhkan. Intinya respon pegawai kecamatan sangat baik. Ada sedikit yang sempat tidak peduli tapi itu menurut saya dikarenakan mereka sedang sibuk dengan pekerjaan mereka yang lain” (Hasil wawancara 4 Februari 2022)

     Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sikap pegawai dalam memberikan layanan kepada masyarakat sudah dapat dikatakan sangat baik. Pelayanan yang sangat responsiviness mencerminkan profesionalisme kerja pegawai.

Jaminan ( Assurance)

     Jaminan merupakan kepastian yang diberikan oleh pemberi layanan kepada pengguna layanan misalnya jaminan waktu, jaminan keamanan, jaminan perbaikan dan jaminan lain yang disajikan untuk memberi rasa aman kepada penguna layanan. Untuk mengetahui dimensi jaminan (assurance) dalam mengukur kualitas pelayanan yang ada dikantor Camat Kecamatan Posigadan dapat dilihat melalui jawaban pertanyaan indikator dibawah ini.

Bagaimana jaminan ketepatan waktu pelayanan dimasa Covid 19

  Hasil wawancara dengan Camat tentang jaminan (assuransi) dengan indikator pertanyaan “Bagaimana jaminan ketepatan waktu pelayanan dimasa Covid 19?”

 “..Ya kita atur, kita tidak berlama-lama dalam pelayanan karena covid 19 itu cepat penyebarannya. Karena kita juga membatasi waktu pelayanan sebagai  bagian dari prosedur yang ada disini. (Hasil wawancara 31 Januari 2022) 

     Penulis juga mewawancarai staf pelayanan umum. Berikut hasil wawancaranya.

..kami memberikan jaminan waktu dalam semua pengurusan pelayanan masyarakat yang datang kesini, hanya saja yang jadi masalahnya ada masyarakat yang enggan mematuhi protokol kesehatan.  (Hasil wawancara 27 Januari 2022

     Sebagai pelengkap dari hasil wawancara bersama Camat dan Staf Pelayanan umum. Penulis juga mewawancarai masyarakat. Berikut hasil wawancaranya.

“..Menurut saya dalam pengurusan yang ada dikantor kecamatan, mereka cepat melayani, hanya saja ada yang ada dari kami masyarakat yang kurang lengkap membawa surat-suratan perlengkapan sebagai sayarat. Dan juga membuat waktu layanan menjadi lama karena tidak memakai masker dan belum divaksin” (Hasil wawancara 4 Februari 2022)

     Dari hasil wawancara bersama informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa jaminan waktu yang diberikan oleh aparat Kantor Kecamatan Posigadan telah sesuai dengan dimensi jaminan dalam hal ini jaminan ketepatan waktu.

Empati ( Emphaty)

     Empati merupakan perhatian yang diberikan secara pribadi oleh pemberi layanan kepada pengguna layanan atau masyarakat dengan memposisikan dirinya sebagai penggunan layanan. Untuk mengetahui dimensi empati (emphaty) dalam mengukur kualitas pelayanan yang ada di kantor Camat Kecamatan Posigadan dapat dilihat melalui jawaban pertanyaan indikator dibawah ini.

Pentingkah rasa empati pegawai dalam memberikan layanan ?
  Hasil wawancara dengan Kasi Pelayanan Umum tentang emapati (emphaty) dengan indikator pertanyaan “Pentingkah rasa empati pegawai dalam memberikan layanan di Masa Covid 19 ?”

“..Oh jelas sangat penting. Apalagi saat sekarang, semua orang dihadapkan dengan musibah penyakit. Semua pelayanan dibatasi dan waktu pelayanan tidak seperti biasanya. menjadikan diri ikut merasakan apa yang masyarakat rasakan itu harus” (Hasil wawancara 27 Januari 2022)

 Penulis juga mewawancarai staf pelayanan umum. Berikut hasil wawancaranya. 

“Empati atau merasa diri seperti yang masyarakat rasakan itu sering kami praktekan karena dengan hal tersebut akan menimbulkan tanggungjawab kepada mereka yang datang mengurus perijinan dan lain-lain” (Hasil wawancara 27 Januari 2022) 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa empati (emphaty) merupakan sikap yang harus dipraktekan karena melalui rasa empati kita akan mengetahui apa yang dibutuhkan orang lain.

Apakah pegawai tidak membeda-bedakan atau diskriminatif saat memberikan pelayanan? 
     Hasil wawancara dengan Camat tentang empati (emphaty) dengan indikator pertanyaan “Apakah pegawai tidak membeda-bedakan atau diskriminatif saat memberikan pelayanan?”

 “..Tentu kita tidak seperti itu, terkadang kita juga layaknya manusia biasa ada yang keliru dan lain sebagainya tapi pada dasarnya pelayanan kita tidak ada yang seperti itu” (Hasil wawancara 31 Januari 2022)

     Penulis juga mewawancarai staf pelayanan umum. Berikut hasil wawancaranya.

“Ya kami tidak pernah membeda bedakan dan tidak akan membeda-bedakan, kami layani semua tanpa melihat status dan lain sebagainya. Apalagi saat sekarang ada penyakit covid 19, tidak mungkin kami melakukan hal yang seprti itu” (Hasil wawancara 27 Januari 2022)

     Dari hasil wawancara bersama informan diatas maka dapat disimpulkan sikap diskriminatif tidak dilakukan oleh pegawai yang ada di Kantor Kecamatan Posigadan. Pelayanan yang ada tidak membeda-bedakan status atau golongan masayarakat dan hal tersebut merupakan sikap atau kinerja yang profesional sesuai standar pelayanan yang ada.
Faktor pendukung Kualitas Pelayana Publik Di Masa Covid 19

   Pelayanan apapun yang dilakukan oleh setiap organisasi swasta atau organisasi lembaga negara tentunya memliki faktor yang mendorong atau mendukung pelayanan yang ada didalamya. Begitu juga pelayana yang ada di Kantor Kecamatan Posigadan. Berikut hasil wawancara bersama informan.

Hasil wawancara bersama dengan Camat Posigadan.

“ terkait faktor pendukung pelayanan di saat covid 19 saat ini, alhamdulillah kami lengkap peralatannya, seperti komputer dan yang paling mendukung pelayanan adalah pegawai disini ahli dalam melakukan pendekatan dengan masayarakat, misalnya memberikan kemudahan melayani menggunakan HP, jadi tinggal telpon atau melalui WA” (Hasil wawancara 31 Januari 2022)

Hasil wawancara bersama staf pelayanan umum.

Soal faktor pendukung, saya rasa disaat sekarang ini menurut saya faktor pendukungnya adalah kersama antara pegawai dibidang lain, apalagi yang pada saat staf penjaga loket tidak ada, teman saya dibidang lain membantu melayani atau menjaga loket” (Hasil wawancara 27 Januari 2022)

 Berdasarkan hasil wawancara bersama informan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung pelayanan publik di masa Covid 19 di kantor Kecamatan Posigadan yaitu tersedianya fasilitas seperti alat bantu komputer, pegawai yang ahli bidangnya dan adanya sikap saling membantu dalam pekerjaan jika ada kekosongan tugas dalam pelayanan.

Faktor Penghambat Kualitas Pelayana Publik Di Masa Covid 19

 Proses pelayanan publik tidak selamanya berjalan sesuai yang diinginkan. Pasti terdapat faktor-faktor yang menghambat proses pelaksanaan pelayanan publik. Oleh karena itu selain berikut hasil wawancara penulis bersama informan terkait faktor penghambat proses pelayanan publik yang ada di Kecamatan Posigadan. 

 Hasil wawancara bersama Camat Kecamtan Posigadan :

“..Terkait faktor penghambat pelayanan publik disini itu apalagi sekarang ini yaitu kurangnya kesadaran masyarakat mematuhi protokol kesehatan atau masyarakat belum divaksin. Bagaimana kami mau melayani masyarakat misalnya mau mengurus surat rekomendasi pembuatan KTP atau surat pengantar SKCK, sementara yang bersangkutan belum divaksin padahal kami sudah sosialisasikan bahwa masyarakat akan dilayani disini kalau sudah di vakin dengan minimal dosis pertama” (Hasil wawancara 31 Januari 2022)

Penulis juga mewawancarai staf pelayanan umum terkait hal yang sama. Berikut hasil wawancaranya.

Yang jadi kendala pelayanan yang ada di kantor sini yaitu masalah jaringan internet yang kurang baik. Apalagi disaat mati listrik jaringan internet mulai loading dan lama-kelamaan hilang itu saja” (Hasil wawancara 27 Januari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara bersama informan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat pelayanan publik di masa Covid 19 di Kantor Kecamatan Posigadan ada dua yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan dan pelayanan publik terkendala masalah jaringan internet yang kurang baik.

PEMBAHASAN

Kualitas Pelayana Publik Di Masa Covid 19 Di Kantor Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

  Kualitas merupakan kemampuan atau kelihaian dalam bekerja yang diharapkan dapat memberi dampak positif bagi setiap orang atau organisasi swasta dan publik (lembaga pemerintah). Kualitas pelayanan adalah usaha untuk memenuhi hal yang bersifat dinamis yang berkaitan dengan pengeluaran, jasa, kemanusian, proses dan lingkungan yang menjadi kebutuhan dan kepentingan bagi pengguna layanan. Dengan tujuan mencipatakan kepuasan pengguna layanan digunakan berbagai macam strategi pelayanan. Namun kepuasan itu tidak akan tercapai jika pelayanan yang ada hanya mengikuti apa yang menjadi kemauan pengguna layanan tetapi harus di lakukan penyesuaian atau adaptasi sesuai dengan situasi dan kondisi di tempat atau kantor pelayan itu sendiri. Kualitas pelayanan dapat diketahui melalui berbagai macam cara. Oleh karena itu berikut pembahasan hasil wawancara bersama beberapa informan terkait dimensi kualitas pelayanan publik di masa covid di kantor Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

 Dimensi kehandalan (reliability)  merupakan kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan secara tepat cepat sesuai yang diingikan pengguna layanan (masyarakat). Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan publik dimasa covid 19 di Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dilihat dari dimensi reliability sudah sesuai dengan prosedur yang pelayanan publik di masa covid 19. Hal ini dapat dinilai dengan memperhatikan kemampuan pegawai dalam mempraktekan metode pelayanan publik di situasi Covid 19. Kemampuan yang dimiliki pegawai inilah yang dapat mengefisiensi pekerjaan yang ada di kantor Kecamatan Posigadan. Jika pegawai tidak mempunyai kemampuan dan keahlian maka akan berdampak dalam percapaian tujuan atau visi misi paling tidak akan mengurangi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Posigadan.

 Dimensi yang ke dua adalah tampilan fisik (tangible) merupakan penunjang kenyamanan dari pegawai ke pengguna layanan atau masyarakat. Dimana dengan melihat pelayanan yang menampilkan hal yang menarik, rapi dan lain-lain akan menimbulkan rasa senang bagi pengguna layanan yang datang. Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan publik dimasa Covid 19 di Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dari indikator penampilan pegawai dan kedisiplinan pegawai dalam memberikan pelayanan publik sudah sesuai dengan prosedur yang ada antara lain penampilan pegawai yang sangat rapih, kemudahan dalam proses pelayanan, dan jiwa disiplin yang dimiliki oleh pegawai pelayanan. Hal ini tentu akan menimbulkan nilai positif kerja atau motivasi kerja bagi pegawai lain yang merasa belum melaksanakan hal-hal kecil seperti berpenampilan rapih dan juga yang belum disiplin.

 Berikutnya dimensi yang ke tiga adalah ketanggapan (Rensponsive). Dimensi kualitas pelayanan publik ini merupakan kemauan yang keluar secara personal dalam membantu dan memberikan kemudahan dengan tepat cepat kepada pengguna layanan atau masyarakat. Kualitas pelayanan publik di masa Covid 19 di kantor Kecamatan Posigadan telah melaksanakan indikator kualitas pelayanan, hal ini dapat dilihat dari respon pegawai kepada setiap masyarakat yang inginkan pelayanan, kecepatan pegawai dalam memahami keinginan masyarakat. Dimana pegawai cepat memproses pelayanan tanpa mengcualikan atau tidak peduli kepada masyarakat yang ingin dilayani.

 Selanjutnya dimensi yang ke empat adalah jaminan (assurance). Dimensi ini merupakan jaminan dan kepastian yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai pelayanan untuk menumbuhkan rasa percaya pengguna layanan kepada penyedia layanan. Yang terdiri dari jaminan keamanan, jaminan kompetensi, dan jaminan waktu penyelesaian pekerjaan. Secara singkat dapat diartikan sebagai pengetahuan dan keramahtamahan pengawai dan kemampuan pegawai untuk dapat dipercaya dan diyakini. Kualitas pelayanan publik di masa Covid 19 di kantor Kecamatan Posigadan telah melaksanakan indikator kualitas pelayanan. Hal ini dapat dilihat dari kecepatan pegawai dalam penyelesaian layanan yang diinginkan masyarakat, dimana masyarakat tidak perlu lama-lama menunggu sehingga kebosanan bisa teratasi. Namun di masa Covid 19 terkadang pelayanan publik harus membutuhkan waktu yang panjang karena pegawai harus melaksanakan pekerjaan dari rumah jadi tidak berhadapan langsung dengan masyarakat, Akhirnya masyakat yang datang ke kantor Camat harus menunggu pegawai yang mengerjakan layanan dengan jadwalnya. 

 Selanjutnya dimensi yang terakhir yaitu empati ( Emphaty). Dimensi ini memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada pengguna layanan dengan berupaya memahami keinginan pengguna layanan dimana penyedia layanan diharapkan memiliki suatu pengertian dan pengetahuan tentang pengguna layanan, memahami kebutuhan pengguna layanan secara spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi pengguna layanan. Kualitas pelayanan publik di masa Covid 19 di kantor Kecamatan Posigadan telah melaksanakan indikator kualitas pelayanan dimana setiap pegawai dibiasakan untuk bersikap empati dan tidak diskriminati atau membeda-bedakan siapa saja yang datang untuk dilayani. Salah – satu faktor yang bisa menciptakan kepuasan masyarakat yaitu tidak pandang bulu  dalam melakukan pelayanan. Pelayanan pun akan terasa cepat karena pelaksanaan di lakukan sesuai dengan nomor urut atau sesuai dengan siapa yang datang duluan.

 Umumnya hampir setiap pelayanan publik tidak selamanya berjalan sesuai proses yang diharapkan, sudah menjadi rahasia umum apabila dalam melaksanakan pelayanan pasti ada faktor yang mempengaruhinya, baik itu faktor yang mendukung agar proses pelayana publik berjalan lancar dan juga faktor yang menghambat pelayanan publik.

 Faktor pendukung dalam pelaksanaan pelayanan publik di masa Coivid 19 di kantor Camat Kecamatan Posigadan antara lain perlengkapan seperti peralatan komputer dan alat bantu lainnya tersedia di kantor Kecamatan. Kemudian yang kedua adalah sumber daya manusia atau ASN yang mengerjakan tugas dibidangnya sangat lihai dan mahir. Tentu hal ini memberikan dampak positif bagi pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Posigadan. Fasilitas pelayanan dapat dimanfaatkan dengan baik apabila yang menggunakannya merupakan ahli atau mengetahui fungsi dari fasilitas itu sendiri sebagai contoh penggunaan alat komputer, apabila pegawai yang menggunakan komputer tidak begitu mahir maka yang ada proses pelayanan akan mengalami keterlambatan. Keterlambatan inilah yang akan menimbulkan ketidaknyamanan pengguna layanan.

Faktor penghambat akan mengurangi efisiensi dan efektifitas pelayanan publik atau pelayanan yang ada di Kantor Camat oleh sebab itu perlu adanya perhatian yang lebih sehingga dapat menciptakan percapaian tujuan sesuai yang diharapakan. Faktor penghambat pelayanan publik di masa Covid 19 di Kecamatan Posigadan yaitu lambatnya jaringan internet. Jaringan internet menjadi hambatan dalam pelayanan publik karena 50% pegawai kecamatan mengerjakan pekerjaannya darirumah, sehingga layanan mengalami keterlambatan. Hal ini juga menjadi kendala bagi masyarakat yang minta dilayani, dengan berharap besar kepentingannya dapat selesai tapi faktanya harus menunggu pegawai hadir di kantor camat sesuai jadwal yang telah diatur. Permasalahan seperti adalah tantangan bagi pegawai kecamatan untuk tetap bersedia melayani masyarakat walaupun harus diperhadapkan dengan kondisi covid 19. Faktor penghambat berikutnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami situasi dan kondisi lingkungan. Dimana masih banyak ditemukan masyarakat yang mau mengurus kepentingannya di Kantor Kecamatan namun mereka tidak mau mematuhi protokol kesehatan yang ada. Padahal pelayanan publik dapat diproses apabila masyarakat mematuhi prosedur pelayanan di masa covid 19 misalnya mencuci tangan, jaga jarak, memakai masker dan sudah di vaksinasi. Jadi intinya terhambatnya proses pelayanan publik timbul dari keadaan lingkungan seperti jaringan internet yang kurang baik dan sikap masyarakat yang tidak mempedulikan protokol kesehatan. Semoga dengan mengetahui faktor penghambat inilah bisa jadi pelajaran bagi pemerintah serta masyarakat.

BAB V 

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

Kualitas pelayanan publik dimasa covid 19 di Kantor Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Dimensi kehandalan (reliability), terkait kualitas pelayanan publik di masa covid 19 di Kecamatan Posigadan sudah sesuai harapan. Sebagai fakta bahwa pegawai memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam melaksanakan pelayanan publik. 

Dimensi tampilan fisik (tangible) terkait kualitas pelayanan publik di masa covid 19 di Kecamatan Posigadan ditemukan bahwa pegawai senantiasa berpenampilan rapih dan disiplin dalam melaksanakan pelayanan publik.

Dimensi ketanggapan (rensponsive) terkait kualitas pelayanan publik di masa covid 19 di Kecamatan Posigadan pegawai memiliki daya tanggap atau respon yang baik kepada setiap masyarakat yang ingin dilayani.

Dimensi jaminan (assurance) terkait kualitas pelayanan publik di masa covid 19 di Kecamatan Posigadan, ketepatan dan kepercayaan pegawai dalam proses melayani sudah sesuai dengan prosedur, serta tidak menimbulkan kekecewaan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Dimensi empati (emphaty) terkait kualitas pelayanan publik di masa covid 19 di Kecamatan Posigadan, pegawainya selalu membiasakan diri merasakan apa yang diharapkan oleh pengguna layanan atau masyarakat. Hal ini merupakan sikap positif dan mencerminkan pegawai pemerintah yang profesional.

Faktor Pendukung dalam pelaksanaan pelayanan publik di masa Coivid 19 di kantor Camat Kecamatan Posigadan terpenuhinya fasilitas atau alat bantu pelayanan publik antara lain perlengkapan seperti peralatan komputer, printer, laptop dan alat bantu lainnya. Kemudian yang kedua adalah sumber daya manusia atau ASN yang mengerjakan tugas dibidangnya sangat lihai dan mahir. 

Faktor penghambat pelayanan publik di masa Covid 19 di Kecamatan Posigadan yaitu lambatnya jaringan internet. Jaringan internet menjadi hambatan dalam pelayanan publik karena 50% pegawai kecamatan mengerjakan pekerjaannya darirumah, sehingga layanan mengalami keterlambatan. Faktor penghambat berikutnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami situasi dan kondisi lingkungan. Dimana masih banyak ditemukan masyarakat yang mau mengurus kepentingannya di Kantor Kecamatan namun mereka tidak mau mematuhi protokol kesehatan yang ada.

Saran


Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka dibawah ini beberapa saran dan masukan dari penulis:

Pegawai  yang memiliki motivasi kerja yang tinggi agar kiranya dapat diberikan oleh atasan jaminan kenaikan karir agar dapat menjadi contoh bagi pegawai yang lain.

Pegawai di Kecamatan Posigadan sebaiknya saling mengingatkan arti pentingnya keramahan terhadap pengguna layanan dalam proses pelayanan agar pengguna layanan memberikan respon yang baik terhadap pegawai pelayanan.

Pimpinan sebaiknya memberikan latihan atau bimbingan bagi pegawai yang susah memotivasi diri dalam bekerja. Serta menambah pegawai dibagian pelayanan umum agar tidak terjadi kekosongan pekerjaan dibagian pelayanan umum.
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Dimensi Pelayanan Publik ;


Kehandalan (Reliability)


Tampilan Fisik ( Tangible)


Ketanggapan ( Rensponsive)


Jaminan ( Assurance)


Empati ( Emphaty)











